
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUStr{ BUPATI IIALIUAHERA BARAT
NoMoR l*U /KPTsl\4y lzo2z

TENTANG

PEMBEITTUKAIS TIM PERSIAPAII PENGADAAN TAITAH UNTUK
PEMBANGUNATT NURSERI MODERN PERKEBUIIAN KELAPA

DI I(ABUPATEN I{ALMAHERA BARAT
TAHUN 2ol22

BUPATI ITALMAHTRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelal<sanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencaraaarr,
persiapan, pelaksaan dan penyerahan hasil;

b. bahwa agar tahapan persiapan pengadaan tanah dapat
dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasir
guna perlu dibentuk tjm persiapan pengadaan tanah untuk
pembangunan nurseri modern perkebunan kelapa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusal Bupati tentang
Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan ?anal: Untuk
Pembangunan Nurseri Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten
Hairnahera Barat Tahun 2A22;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L9SZ tentang
Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Suiatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tatrun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatal,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Haknahera ?imur dan
Kota Tidore Kepulauan di Frovinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;q. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil
Negara;

lO.undang-undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahan
Daerah;

11.Undang-undang Nomor 11 tahun 2A2O tentang Cipta keria;
12.Undang-undang Nomor 1 Tahun 202'2 tentang Hubungan

Keuangan anta;:a Pemerintah Pusat dan pemei-intah Daerah;
13.undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua

Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan;
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l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zALg tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagr Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tah,t;rrr 2Al2 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelengga-raan
Pengadaan Tanah Bagi psmbangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
2A12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat lilomor 2 ?ahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
ZALO tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ha lmahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2422 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Ta}un Anggaran 2O22;

2Z.Perafiiran Bupati Hafunahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O22;

Surat Keputusaa Gubernur Maluku Utara Ncmor :

340/KPTSIh-{U/2022, tanggal l Juli Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Nurseri Modern Perkebunan Kelapa Kabupaten
Halmafu616 Barat.

MEIYIUTUSKAIT :

Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tana.L Untuk Pembangunan
Nurseri Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Halmahsr'g
Barat dengan susunan tim sebagaimana tecantum pada Lampiran
Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk

kepentingan umum;
f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan

tanah bagi pemb€rngunan untuk kepentingan umum; dan
g. Melaporkan hasii pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera

Barat;
Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkalurya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailolo
B 2022

ERA BARAT,

Temhusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofili,
4. Inspektur Inspektorat l{ab. Halmahera Barai di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
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: KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : t"b /KPrS/ dut 12022
TANGGAL: $ A6uETuS 2022

: PEMBENTUKAI.{ T'iM PERSIAPA}.I PENGADAA}.I TAI$AH UNTUK
PEMBANGUNAN NURStrRI MODBRN PERKtrBUNAN KELAPA DI KABUPATtrN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2A22

BUPATI HALI},{AHERA BARAT,

JAMES UAITG
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SBTDA KAB. HALBAR

KtrPALA KANTOR ATRIBPN KAB. HALBAR

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENBLITIAN &
PBNGEMBANGAN DAERAH KAB. HALBAR

KBPALA DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR

KBPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SBTDA
TZAEI I-IAT PAP

KEPALA BAGIAN TATA PBMBRINTAHAN & SUMBER
DAYA ALAM SETDA KAB, HALBAR

BALAI BtrSAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
,I'A]VA]V1A}I PERKtrBUNAN AMBON

CAMAT SAHU TIMUR KAB. HALBAR
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